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Palangka Raya  Biro PKP. Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah kembali meraih Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 6 kalinya 
dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

 Penandatanganan Berita Acara dan 
penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 
anggaran 2019 itu dilakukan pada Rapat Paripurna 
DPRD Kalteng yang dihadiri Gubernur Kalimantan 
Tengah Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur 
Habib Ismail bin Yahya serta disaksikan Anggota VI 
BPK RI Haris Azhar Aziz dari Jakarta secara virtual, 
Senin pagi (15/6/20). 

Anggota VI  BPK RI Haris Azhar Azis secara 
daring menyatakan Laporan Keuangan Pemprov 
Kalteng tahun anggaran 2019 meraih opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai laporan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan 
Republik Indonesia. “BPK RI atas Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov 
Kalteng tahun anggaran 2019 meraih opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Haris Azhar 
Aziz. 

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto 
Sabran mengatakan akan segera melaksanakan 
rekomendasi BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan 
terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kalteng 
tahun anggaran 2019 yang meraih opini WTP 
tersebut.”Saya instruksikan kepada seluruh jajaran 
agar pengelolaan keuangan dan aset dilakukan 
dengan baik dan akuntabel serta tidak berpuas diri 
atas pencapaian yang diraih dengan opini WTP. Hal 
ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 
rakyat,” tegas Sugianto Sabran.

Pemerintah Provinsi Kalteng Kembali Raih Opini WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini diraih 
dengan memperhatikan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan efektifi tas sistem pengendalian 
intern.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi 
Kalimantan Tengah Wiyatno menilai tata kelola 
keuangan pemerintah daerah Kalimantan 
Tengah telah mencapai pengelolaan yang baik 
sehingga telah meraih opini WTP. “Atas nama 
Pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan kepada seluruh pihak yang telah 
bekerjasama dalam menyusun laporan keuangan 
yang baik,” ucap Wiyatno.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalimantan 
Tengah ini juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI 
Kalimantan Tengah Ade Iwan Ruswana,  Inspektur 
Provinsi Kalteng Sapto Nugroho, Wakapolda 
Kalteng dan Danrem 102/Pjg serta Kepala 
Perangkat Daerah Kalteng.***
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PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur 
Kalimantan Tengah Sugianto Sabran kembali 
mengingatkan bupati dan walikota se-Kalimantan 
Tengah agar menindaklanjuti komitmen bersama 
mewujudkan “Kalimantan Tengah Bebas Asap 2020” 
yang  disepakati pada November 2019.

Komitmen bersama mewujudkan Kalteng 
Bebas Asap 2020 merupakan hasil evaluasi 
terhadap kondisi Karhutla yang dihadapi masyarakat 
dan pemerintah tahun 2019. “Oleh karena itu 
saya memastikan bupati dan walikota sudah 
menindaklanjuti komitmen bersama tersebut,” 
tegas Sugianto Sabran pada Rapat Koordinasi 
Kesiapsiagaan Penanganan Kebahakarn Hutan 
dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 
tahun 2020 melalui video conference di Istana Isen 
Mulang Palangka Raya, Kamis (4/6/20).

Gubernur Sugianto Sabran melalui video 
conference mengharapkan kepada peserta 
rakor yang diikuti bupati dan walikota se-Kalteng 
serta pimpinan OPD terkait itu agar bersinergi 
mewujudkan Kalteng Bebas Asap 2020. “Bupati dan 

Gubernur Minta Bupati dan Walikota Bentuk 
Satgas Pencegahan Karhutla

walikota didukung Forkopimda kabupaten/kota, 
mensinergikan semua potensi kekuatan yang ada 
di kabupaten/kota sampai di tingkat kelurahan 
dan desa dengan komposisi satgas TNI, Polri, 
Perangkat Desa, KPH, Manggala Agni, Tokoh 
Masyarakat, Lembaga Usaha dan potensi lainnya,”  
kata Gubernur Sugianto Sabran. 

Sugianto Sabran juga meminta pemerintah 
kabupaten/kota membentuk Satgas Pencegahan 
Karhutla sebagai langkah strategis dan konkrit 
pengendalian Karhutla. “Saya berharap kepada 
pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk 
Satgas Pencegahan Karhutla sampai tingkat 
kelurahan dan desa, segera lengkapi sarana 
prasarananya serta segera mantapkan sistem 
komunikasi dan komandonya”, imbuh Sugianto.

Rakor Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla 
2020 ini dalam rangka mengantisipasi ancaman 
Karhutla yang mungkin terjadi di wilayah 
Kalteng. Prakiraan cuaca dan iklim BMKG 
Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya 
menyebutkan Kalteng akan menghadapi musim 
kemarau akhir Juli hingga puncaknya September 
2020.

Pada Rakor tersebut disepakati beberapa 
upaya untuk  mewujudkan komitmen Kalteng Bebas 
Asap 2020, antara lain memperkuat upaya-upaya 
pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi 
kebakaran hutan dan lahan, memantapkan 
mekanisme penanganan darurat kebakaran hutan 
dan lahan sehingga penetapan status keadaan 
darurat mulai dari siaga darurat, tanggap darurat 
dan transisi darurat dapat dilakukan secara tepat. 
Selain itu mengalokasikan anggaran yang memadai 
untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan 
melalui anggaran murni maupun anggaran darurat 
serta memantapkan sinergisitas antarpemangku 
kepentingan.***
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Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan 
dana untuk Pilkada serentak 2020 di Kalimantan 
Tengah dan dana untuk pelaksanaan protokol 
kesehatan di tengan pandermi Covid-19. 

Kesiapan pemerintah provinsi Kalimantan 
Tengah itu sebagai wujud dukungan terhadap 

  Gubernur Sugianto Sabran: 
Kalteng Siap Dukung Pilkada 

Serentak 2020

keputusan pemerintah pusat terkait pelaksanaan 
Pilkada serentak tahun 2020. “Intinya kami siap, 
apapun keputusan pemerintah pusat. Saya juga 
bersyukur alhamdulillah, Pemilukada tahun 2020 ini 
tidak tertunda. Karena di Kalimantan Tengah ada 2 
Pilkada yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur dan 
di tingkat provinsi yaitu pemilihan gubernur”, jelas 
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat mengikuti 
Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 
2020 melalui telekonferensi di Istana Isen Mulang 
Palangka Raya, Jumat (5/6/20).

Rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam 
Negeri Tito Karnavian yang diikuti 9 Gubernur, 
224 Bupati dan 37 Walikota serta Ketua Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) masing-masing daerah 
itu membahas persiapan Pilkada serentak 2020. 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito 
Karnavian mengatakan perlu adanya perlengkapan 
perlindungan diri dari virus Covid-19 bagi petugas 
penyelenggara Pemilu dan masyarakat sehingga 
harus ada restrukturisasi anggaran. “Dengan 
adanya Covid ini memang diperlukan  penambahan 
terutama peralatan yang berkaitan dengan 
perlindungan terhadap penyelenggara dan pemilih 
serta sosialisasi kepada pemilih Pemilu agar tingkat 
partisipasi tinggi”, ungkap Mendagri.

Disebutkan, pemerintah telah dan terus 
menyiapkan berbagai persiapan guna mematangkan  
pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang 
dijadwalkan digelar  tanggal 9 Desember di 270 
daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 
37 kota se-Indonesia.***
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Palangka Raya – Biro PKP. Peringatan Hari 
Lingkungan Hidup se – Dunia Tahun 2020 berbeda 
dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan 
dalam Upacara Bendera di lapangan terbuka yang 
diikuti peserta upacara dari berbagai komponen.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat 
Provinsi Kalimantan Tengah 2020 dilaksanakan 
secara online melalui video conference yang 
dipimpin Sekda Kalteng Fahrizal Fitri di Aula Eka 
Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (5/6/20).

Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-
Dunia 2020 dipusatkan di Colombia dengan tema 
“Biodiversity dan tagline Time for Nature”.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Siti Nurbaya dalam sambutan 
tertulis dibacakan Fahrizal Fitri mengatakan 
Indonesia merupakan salah satu negara yang 
memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman 
hayati yang sangat tinggi sehingga menyandang 
predikat mega-biodiversity country. “Oleh karena 
itu Indonesia berperan strategis dalam menjaga 
stabilitas ekosistem global dan terbukti dunia 
menaruh atensi yang begitu tinggi terhadap 
keanekaragaman fl ora dan fauna Indonesia”, 
ungkap Siti Nurbaya.

Menteri KLH pada peringatan Hari Lingkungan 
Hidup se-Dunia 2020 menyerukan kolaborasi 
nasional dan global perlu ditingkatkan untuk 
keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya 
secara berkelanjutan sebagai komponen penting 
lingkungan hidup. Selain itu juga terus menjalankan 
upaya-upaya mengisi jalan menuju keseimbangan 
baru manusia dan alam (homeostatis). “Mari kita 
terus menjaga keseimbangan manusia dan alam”, 
tegasnya.

Keanekaragaman hayati merupakan pondasi 
pendukung semua kehidupan di daratan, lautan 
dan udara yang mempengaruhi seluruh aspek 
kehidupan manusia mulai dari kesehatan, 
menyediakan udara dan air yang bersih, makanan, 
obat-obatan dan mitigasi perubahan iklim.

Merubah atau menghilangkan salah satu 
komponen dari jaringan keanekaragaman hayati 
akan menyebabkan seluruh sistem berubah dan 

Menteri KLH : Indonesia 
Sandang Predikat Mega 

Biodiversity Country.

menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan 
manusia. “Timbulnya bencana pandemi 
Covid-19 menunjukkan bahwa jika kita merusak 
keanekaragaman hayati, maka kita juga merusak 
sistem pendukung kehidupan manusia”, ungkap 
Siti Nurbaya.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menambahkan, 
salah satu keterkaitan antara Covid-19 dengan 
kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu 
kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
(ISPA).

Covid-19 berpengaruh terhadap saluran 
pernafasan atau pneumoni. “Hal ini juga harus 
menjadi perhatian kita melalui sosialisasi kepada 
masyarakat apabila terjadi kebakaran hutan dan 
lahan akan menimbulkan kabut asap sehingga 
dampak utamanya pada kesehatan masyarakat 
sekitar”, pungkas Fahrizal Fitri.***
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 Gubernur Minta Bupati/Walikota Segera 
Implementasikan MoU Bidang Pertanahan 

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur 
Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta 
Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah agar 
segera mengimplementasikan MoU di Bidang 
Pertanahan yang ditandatangani 12 September 
20219 dengan menerapkan kebijakan masing-
masing daerah kabupaten/kota dan provinsi  yang 
bisa mendukung pendapatan dan penertiban 
barang milik daerah, utamanya berupa tanah.

Sugianto Sabran mengemukakan hal tersebut 
dalam sambutan tertulis disampakan Sekda Kalteng 
Fahrizal Fitri pada Rapat Koordinasi dengan 
Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan 
Korupsi Asep Rahmat Suwandha tentang Tindak 
Lanjut Sertifi kasi Barang Milik Daerah (BMD) dan 
Pelayanan Pertanahan Terintengrasi di Provinsi 
Kalimantan Tengah melalui Video Conference 
di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, 
Kamis siang (4/6/20).

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari 
Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalteng 
dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Kalteng dan Kantor Pertanahan se-
Provinsi Kalteng pada September tahun 2019. MoU 
tersebut antara lain bertujuan agar Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Kalteng 
melakukan pembenahan dalam pengelolaan BMD 
serta penyelesaian masalah pertanahan dan 
kepemilikan BMD.

Materi rakor tersebut tidak terpisahkan dari 
upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di 
Kalteng yang memberi standar dalam membangun 
kerangka kerja untuk memahami risiko korupsi 
berdasarkan sektor atau wilayah rentan korupsi. 
“Pemerintah Provinsi dan 14 Kabupaten/
Kota harus bertekad menjadikan aksi program 

pemberantasan korupsi terintegrasi lebih optimal 
dan lebih baik, sehingga memberi informasi 
capaian kinerja program yang dilaksanakan setiap 
tahunnya dan hasilnya menjadi tolok ukur kinerja 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” tegas 
Gubernur melalui Sekda Fahrizal Fitri.

Disebutkan, pemerintah provinsi telah 
melakukan tindak lanjut Perjanjian Kerjasama 
antara Badan Keuangan dan Aset Pemerintah 
Provinsi Kalteng dengan Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/BPN Kanwil BPN Wilayah Kalteng 
dengan melakukan inventarisasi dan verifi kasi data 
tanah yang sudah dan belum bersertifi kat terhadap 
tanah awal yang dimiliki sebelum penyerahan aset 
P3D maupun tanah yang diserahkan melalui proses 
P3D dari Kabupaten/Kota se-Kalteng. 

Data tersebut telah diserahkan kepada Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalteng 
untuk diverifi kasi apakah dapat dilakukan proses 
pensertifi katan atau harus dilakukan pembebasan 
kawasan lebih dulu.

Fahrizal Fitri menegaskan Gubernur Kalteng 
sangat mendukung sepenuhnya pelaksanaan 
program pelayanan pertanahan terintegrasi secara 
elektronik antara Badan Pendapatan Daerah 
se-Kalteng dengan Kantor Badan Pertanahan, 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah dan dapat dilakukan 
launchingnya dalam waktu dekat

Gubernur berharap jajaran Pemprov 
Kalteng dan Pemkab/Pemkot se-Kalteng dapat 
menyampaikan daftar BMD masing-masing yang 
berada di Kawasan Hutan untuk dapat diajukan 
rekomendasi dalam Rencana Aksi Penetapan 
Kawasan Hutan (PKH) dalam strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Sementara itu Korwil II KPK Asep Rahmat 
Suwandha mengatakan Rakor tersebut 
mengatakan program pembenahan manajemen 
aset BMD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-
Kalteng sebagai upaya pencegahan korupsi dalam 
rangka peningkatan pendapatan daerah. “Seperti 
kita ketahui bersama, program pembenahan 
manajemen aset BMD merupakan satu dari delapan 
program utama pencegahan korupsi di Pemerintah 
Daerah”, jelas Asep Rahmat Suwandha.***
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 PALANGKA RAYA – BIRO 
PKP. Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN) pada Pemetaan 
Penerapan Sistem Merit Dalam 
Manajemen Aparatur Sipil 
Negara tahun 2018 menyebutkan 
Sistem Merit telah diamanatkan 
penerapannya dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara. 
Penerapan Sistem Merit 
bertujuan untuk memastikan 
jabatan yang ada di birokrasi 
pemerintah diduduki pegawai 
yang memenuhi persyaratan 
kualifi kasi dan kompetensi. 

“Sistem Merit adalah 
kebijakan dalam manajemen ASN 
berdasarkan pada kualifi kasi, 
kompetensi dan kinerja secara 

Sistem Merit Sudah Diamanatkan Dalam 
UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN 

online tersebut diikuti Sekda 
Kalteng Fahrizal Fitri dan sejumlah 
Kepala Perangkat Daerah terkait, 
di Aula Eka Hapakat Kantor 
Gubernur Kalteng, Kamis pagi 
(18/6/20).

Septiana Dwiputrianti 
menyebutkan penerapan Sistem 
Merit tersebut sebagai Program 
Prioritas Nasional berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 18 
Tahun 2020 tentang RPJMN 
2020-2024 bagi pengelola 
kepegawaian di wilayah kerja 
Kantor Regional VIII BKN.  

Sasaran Sistem Merit 
dalam Rencana Pembangunan 
Nasional adalah terwujudnya tata 
kepemerintahan yang baik, bersih 
dan berwibawa berdasarkan 
hukum serta birokrasi yang 
profesional dan netral dengan 
arah kebijakan memperkuat 
implementasi manajemen ASN 
berbasis merit.***

adil dan wajar dengan tanpa 
mempertimbangkan latar 
belakang politik, ras, warna kulit, 
agama, asal usul, jenis kelamin, 
status pernikahan, umur atau 
kondisi kecacatan”, ungkap 
Asisten KASN Pengawasan 
Bidang Penerapan Sistem Merit 
Wilayah I Septiana Dwiputrianti 
dalam paparannya tentang 
“Strategi dan Manfaat Penilaian 
Mandiri Penerapan Sistem 
Merit Dalam Manajemen ASN 
oleh Instansi Pemerintah” pada 
audiensi nasional secara virtual 
tentang Kebijakan Penerapan 
Sistem Merit Dalam Manajemen 
ASN Di Lingkungan Instansi 
Pemerintah.

Audiensi nasional secara 

PALANGKA RAYA - BIRO 
PKP. Peringatan Hari Lahir 
Pancasila 1 Juni 2020 berbeda 
dengan tahun sebelumnya 
yang diperingati dalam suatu 
upacara bendera. Peringatan 
Hari Lahir Pancasila tahun 2020 
dilaksanakan secara vicon (on 
line) dengan mematuhi protocol 
kesehatan karena masyarakat 
Indonesia sedang mengalami 
pandemi global Covid-19.

Peringatan Hari Lahir 
Pancasila, Senin 1 Juni 2020 
yang dihadiri Gubernur Kalteng 
Sugianto Sabran dan sejumlah 
undangan terbatas melalui vicon 
di Instana Isen Mulang Palangka 
Raya itu mendengarkan Pidato 
Kenegaraan Presiden RI Jioko 
Widodo.

Presiden Joko Widodo 
mengatakan kondisi pandemi 
COVID-19 saat ini telah menguji 
daya juang sebagai bangsa, 
menguji pengorbanan, disiplin, 
kepatuhan dan ketenangan 
dalam mengambil kebijakan 
yang cepat dan tepat. “Kita 
bersyukur Pancasila menjadi 

Gubernur Sugianto Sabran Ikuti 
Peringatan Hari Lahir Pancasila

dan kelemahan harus sama-
sama kita perbaiki dan jadikan 
momentum perubahan untuk 
lompatan kemajuan menjadi 
bangsa yang mandiri”, 
tambahnya. 

Presiden menegaskan 
bahwa kita tidak sendiri dalam 
menghadapi situasi pandemi 
COVID-19 ini. Sebanyak 215 
negara berada dalam kondisi 
yang sama tapi seluruh negara 
berlomba menjadi pemenang 
dalam pengendalian virus 
maupun pemulihan ekonomi. 
“Sebagai  bangsa yang besar kita 
harus tampil sebagai pemenang, 
optimis ciptakan peluang di 
tengah kesulitan melalui inovasi 
dan karya nyata,” pesan Presiden.

Presiden mengajak 
seluruh elemen bangsa untuk 
tidak berhenti berkreasi dan 
berprestasi, membuktikan 
ketangguhan dan memenangkan 
masa depan cita-cita luhur para 
pendiri Bangsa. “Perkokoh 
kesatuan dan kepedulian berbagi 
bagi sesama. Tunjukkan kita 
bangsa yang kuat yang mampu 
memanfaatkan kesulitan menjadi 
kesempatan dan kemajuan,” 
ucap Presiden.***

bintang penjuru mengedepankan 
persatuan dalam mengatasi 
semua tantangan dan kepedulian 
untuk berbagi, memperkokoh 
kegotongroyongan, meringankan 
beban anak negeri dan 
menumbuhkan daya juang,” 
ungkap Presiden. 

Joko Widodo juga 
menegaskan nilai Pancasila 
haruslah dihadirkan secara 
nyata dalam kehidupan sehingga 
menjadi nilai yang hidup dalam 
kehidupan, kebijakan dan 
keputusan pemerintah dan 
semangat rakyat Indonesia. “Tak 
hentinya saya mengajak seluruh 
penyelenggara negara untuk 
meneguhkan keberpihakan kita 
pada masyarakat yang sedang 
kesulitan, tanpa membedakan 
kelompok dan ras serta 
kewajiban melindungi tumpah 
darah Indonesia”, seru Presiden. 

Seluruh elemen bangsa 
juga diajak untuk memperkokoh 
tali persatuan, persaudaraan, 
membantu dan gotong royong 
serta optimis bangsa menjadi 
bangsa pemenang. “Kekurangan 
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Palangka Raya – Biro 
PKP. Presiden Joko Widodo 
menegaskan pemerintah tidak 
main-main soal akuntabilitas dan 
pencegahan harus diutamakan. 
“Tata kelola yang baik hatus 
didahulukan, tapi jika ada yang 
bandel dan ada niat untuk 
korupsi maka silakan Bapak Ibu 
gigit dengan keras. Uang negara 
harus diselamatkan, kepercayaan 
rakyat harus kita jaga”, tegas Joko 
Widodo pada Rapat Koordinasi 
Nasional Pengawasan Intern 
Pemerintah secara online melalui 
video conference dari Jakarta, 
Senin pagi (15/6/20).

Presiden menjelaskan 
215 negara di dunia termasuk 
Indonesia menghadapi darurat 
kesehataan yang harus 
menyelamatakan warga dari 
ancaman Covid-19 dan tekanan 
ekonomi yang dahsyat serta 
berjuang agar tidak masuk 
ke jurang resesi. “Semua 
membutuhkan respon pemerintah 
yang cepat dan tepat di bidang 
kesehatan, sosial ekonomi dan 
sektor informal UMKM harus 
terus mampu bertahan”, beber 
Jokowi. 

Presiden mengingatkan 
bahwa pemerintah telah 
mengalokasikan dana Rp 
677, 2 Trilyun utk percepatan 
penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi nasional.  

  Presiden Tegaskan Pemerintah Tidak 
Main-Main Soal Akuntabilitas.

BPKP, Inspektorat dan 
LKPP adalah aparat internal 
pemerintah yang harus fokus 
ke pencegahan dan perbaikan 
tata kelola. Kerjasama sinergi 
dengan lembaga pemeriksa 
eksternal BPK harus terus 
dilakukan. Demikian pula sinergi 
dengan aparat penegak hukum, 
Kepolisian, Kejaksaan dan 
KPK harus terus dilanjutkan. 
“Dengan sinergi sekaligus check 
and balance antarlembaga dan 
dukungan dari rakyat Indonesia, 
saya yakin kita akan  bekerja 
lebih baik, menangani tantangan 
lebih cepat dan bangkit maju 
mengawal agenda besar bangsa 
menuju Indonesia maju,” imbuh 
Presiden. 

Kepala BPKP Muhammad 
Yusuf Ateh menjelaskan 
Rakornas yang diikuti 966 
peserta dengan tema “Kolaborasi 
dan Sinergi Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah, Pemeriksaan 
Eksternal dan Aparat Penegak 
Hukum Dalam Rangka 
Pengawasan Percepatan 
Penambangan Covid-19 dan 
Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional”, ini bertujuan 
membangun persepsi yang 
sama di antara seluruh pihak 
yang terlibat dalam pengawasan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara dan daerah 
khususnya terkait pelaksanaan 
percepatan penanganan 
Covid-19 dan ekonomi 
nasional.***

Angka ini sangat besar, karena itu 
tata kelola harus baik, sasarannya 
harus tepat, prosedurnya harus 
sederhana tidak berbelit-belit, 
output dan outcome harus 
maksimal bagi kehidupan seluruh 
masyarakat Indonesia.”Semua 
itu memerlukan langkah 
pemerintah yg cepat, tepat 
dan harus akuntabel. Saya 
mengajak Saudara-saudara 
untuk mengawal dan mengawasi 
dengan baik agar dana tersebut 
dapat membantu masyarakat 
dan pelaku usaha yang sedang 
mengalami kesulitan”, kata 
Presiden.  

Aspek pencegahan harus 
lebih dikedepankan. “Kita harus 
lebih proaktif, jangan menunggu 
terjadi masalah. Kalau ada 
potensi masalah segera ingatkan 
jangan sampai pejabat/aparat 
pemerintah dibiarkan terperosok. 
Bangun sistem peringatan dini 
(early warning system), perkuat 
tata kelola yang transparan dan 
akuntabel”, lanjut Presiden.

Tugas aparat penegak 
hukum, Kepolisian, Kejaksaan 
Agung, KPK, Penyidik, PNS 
adalah menegakkan hukum. 
“Tapi saya ingatkan  jangan 
menggigit orang yang tidak 
bersalah. Jangan menebarkan 
ketakutan pada para pelaksana 
dalam menjalankan tugas”, 
tambah Presiden. 
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PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Menteri 
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 
memimpin Rapat Koordinasi Terbatas secara virtual 
melalui video conference yang diikuti Gubernur 
Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan sejumlah 
Kepala OPD terkait di Istana Isen Mulang Palangka 
Raya, Senin (1/6/20)

Rakor tersebut sebagai tindak Instruksi 
Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan 
percepatan pelaksanaan program pengembangan 
rawa gambut sebagai lahan pertanian di Kalimantan 
Tengah dalam rangka menciptakan ketahanan 
pangan nasional.  “Dari 34 provinsi, Kalimantan 
Tengah menjadi salah satu yang dipilih untuk 
menjaga ketahanan pangan 
nasional”, tutur Gubernur di 
hadapan Menko Perekonomian 
dan sejumlah Menteri Kabinet 
Indonesia Bersatu.. 

Gubernur sebagai 
perpanjangan pemerintah 
pusat di daerah menegaskan 
kembali komitmennya dan 
kesiapan Provinsi Kalimantan 
Tengah untuk menjaga 
investasi dan siap bekerja 
bersama dengan  pemerintah 
pusat.

Untuk itu Sugianto 
Sabran mengharapkan 

 Gubernur Kalteng Rapat Terbatas Dengan Menko 
Perekonomian RI Bahas Tindak Lanjut Pengembangan Lahan 

Pertanian di Kalimantan Tengah. 

antara Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (LHK) serta Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR) sudah satu data sehingga 
memudahkan pemerintah provinsi ketika turun 
ke lapangan guna membicarakan lahan dengan 
beberapa kepemilikan termasuk lahan perorangan 
bersertifi kat dan lahan milik perusahaan. “Kami 
menerima (program tersebut) namun yang paling 
penting adalah prinsip keadilan. Bagaimana 
nantinya program tersebut sesuai dengan adat 
budaya kami “Huma Betang” sebab Kalimantan 
Tengah ini terdiri dari bermacam suku. Karena itu, 
program tersebut harus menyatukan yang ada”, 
ujar Gubernur.***
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PALANGKA RAYA - BIRO PKP.  Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
terus memantapkan koordinasi dalam rangka 
mematangkan Program Peningkatan Penyediaan 
Pangan di Kalimantan Tengah sebagai penyangga 
ketahanan pangan nasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga 
Hartarto bersama Menteri terkait antara lain 
Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Menteri LHK 
serta Menteri Agraria dan Tata Ruang menggelar 
Rapat Koordinasi membahas kesiapan pemerintah 
pusat dalam merealisasikan program food 
estate di Kalteng untuk mendukung ketahanan 
pangan nasional. Rakor tersebut diikuti Gubernur 
Kalimantan Tengah diwakili Sekda Kalteng Fahrizal 
Fitri, Bupati Kapuas dan Bupati Pulang Pisau 
serta sejumlah Kepala Dinas terkait melalui video 
conference di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur 
Kalteng, Kamis (18/6/20).

Menteri LHK Siti Nurbaya pada Rakor tersebut 
menyatakan keyakinannya bahwa program food 
estate dapat berjalan baik dengan kajian mendalam 
pada daerah yang menjadi andalan, mengintensifkan 
konsultasi publik dengan melibatkan peran kampus-
kampus di Kalimantan Tengah serta asistensi 
AMDAL bekerjasama dengan PUPR. 

Sementara itu Menteri PUPR Basoeki Hadi 
Moeljono juga menyatakan optimismenya dalam 2 
tahun ke depan rehabilitasi lahan dan land clearing 
dapat diselesaikan. Basoeki menyebutkan masalah 
utama di lapangan adalah irigasi, banjir dan nutrisi 
tanahnya. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 

mengatakan konsep pertanian terintegrasi melalui 
pengembangan Food Estate ini untuk mewujudkan 
produksi padi, peternakan dan kebun buah yang 
didukung dana APBN dan investasi BUMN.   

Sejumlah Kementerian terkait di bawah 
koordinasi Menko Perekonomian dengan 
perhitungan yang realistis menyimpulkan 
untuk berkonsentrasi mengerjakan area seluas 
148.000 hektare dan tahun 2020 difokuskan dulu 
pengembangan area 30.000 hektar menggunakan 
APBN 2020. Program tersebut didukung 
Kementerian LHK dengan melakukan fi nalisasi 
studi, Kementerian ATR melakukan Inventarisasi 
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah sedangkan Kementerian 
PUPR menyiapkan irigasinya. 

Sedangkan sisanya akan dianggarkan dan 
dibicarakan pada tahun 2021. Diharapkan segera 
ada rencana aksi antarkementerian terkait untuk 
tindak lanjut dalam waktu dekat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri secara 
konsisten menyatakan kesiapannya. Fahrizal 
Fitri menjelaskan lahan seluas 30.000 hektar 
yang akan menjadi fokus pada mata anggaran 
2020 merupakan area eks transmigrasi yang 
sebelumnya telah bersertifi kat. “Hanya apakah 
sekarang para pemiliknya masih menempatinya 
atau sudah beralih, hal tersebut harus ditelusuri 
lebih lanjut”, ujarnya. Namun Menteri ATR Sofyan 
Djalil menyatakan kesiapan pihaknya untuk 
menelusurinya melakui IP4T. ***

 Pengembangan Food Estate 2020 
Difokuskan Pada Areal 30.000 Hektar
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Sampit, Kotawaringin Timur - BIRO 
PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto 
Sabran selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Kalteng meminta adanya 
sinergisitas antarpemerintah kabupaten/kota 
dengan pemerintah provinsi yang didukung seluruh 
elemen masyarakat dalam penanganan pandemi 
Covid-19 di Bumi Tambun Bungai. Salah satu upaya 
pemerintah Provinsi Kalteng dalam penanganan 
Covid-19 itu dilakukan melalui Rapid Test massal di 
sejumlah lokasi di Kalimantan Tengah.

Sugianto Sabran mengatakan hal tersebut 
ketika  meninjau pelaksanaan Rapid Test (Tes 
Cepat) Covid-19 di Pusat Perbelanjaan Mentaya 
(PPM) Sampit, Selasa (2/6/2020) bersama Kapolda 
Kalteng, Danrem 102/Panju Panjung, Kajati Kalteng 
dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur. “Tujuan kami 
datang ke sini untuk melakukan Rapid Test massal, 
mencari sumber penyakit berasal dari mana,” jelas 
Gubernur.

Sugianto Sabran kembali mengingatkan 
masyarakat agar disiplin mematuhi protokol 
kesehatan untuk menekan penyebaran virus 
secara massif karena masih tingginya angka positif 
Covid-19 di Kalteng yang menyentuh angka 400 
orang lebih. “Masyarakat harus disiplin mematuhi 
protokol kesehatan, rajin cuci tangan dengan 
sabun di air mengalir, jaga jarak dan pakai masker,” 
tegasnya.

Pelaksanaan Rapid Test Massal ini 
dirangkaikan dengan penyerahan bantuan 30.000 
pcs masker secara simbolis oleh Gubernur Sugianto 
Sabran kepada Wakil Bupati Kotim Muhammad 
Toufi k Mukri. 30.000 pcs masker itu dibagikan untuk 
dua lokasi masing-masing di PPM Sampit 15.000 
pcs masker dan 15.000 pcs masker untuk PPM 
Samuda yang selanjutnya dibagikan kepada warga 

 Pemprov Kalteng dan Pemkab Kotim 
Rapid Test Massal Covid-19 di PPM Sampit 

setempat. 
Gubernur Sugianto Sabran seusai 

pelaksanaan Rapid Test massal tersebut 
menyerahkan secara simbolis hasil pemeriksaan 
kesehatan 5 orang perwakilan pedagang dan hasil 
pemeriksaan menunjukkan Negatif Covid-19 atau 
Non-Reaktif.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan 
Covid-19 Kalteng Darliansjah menyatakan 
pihaknya terus mendorong pemerintah kabupaten/
kota agar melakukan Rapid Test massal terhadap 
penduduk dengan sasaran minimal 1 % dari 
jumlah penduduk Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian Gugus 
Tugas Penanganan Covid-19 Kalteng Suyuti 
Syamsul menjelaskan pemerintah kabupaten/kota 
dan provinsi berkolaborasi dengan Polda Kalteng, 
Korem 102/Panju Panjung dan Kejaksaan 
Tinggi Kalteng menargetkan Rapid Test massal 
terhadap 27 ribu warga yang terdiri pedagang dan 
masyarakat umum. 

Hingga saat ini, Rapid Test telah dilakukan 
terhadap sekitar 12 ribu warga. Sementara itu, di 
Kotawaringin Timur disiapkan 2 ribu alat Rapid Test 
untuk lokasi PPM Sampit dan PPM Samuda.***
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PANGKALAN BUN - BIRO PKP. Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan 
Polda Kalteng, Korem 102/Panju Panjung dan 
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terus 
melakukan Rapid Test massal di sejumlah daerah 
di Kalimantan Tengah untuk memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 di wilayah Kalimantan Tengah. 

Pemprov Kalteng melalui Tim Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Kalteng bekerjasama dengan 
Polda Kalteng, Korem 102/Panjung dan Kejaksaan 
Tinggi Kalteng melakukan Rapid Test massal 
terhadap 1.400 orang pengunjung Pasar Indra Sari 
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun dan Pasar 
Cempaka Kecamatan Kumai, Sabtu (6/5/20). 

Hasil Rapid Test massal terhadap 1.400 warga 
tersebut tercatat 25 orang di antaranya menunjukkan 
hasil reaktif dan akan dikarantina secara terpusat 
maupun mandiri untuk selanjutnya menjalani 
pemeriksaan SWAB. Apabilan hasil pemeriksaan 
SWAB positif Covid-19 maka yang bersangkutan 
dirawat di rumah sakit. 

Rapid Test massal juga dilaksanakan di Pasar 
Karang Mulia Kecamatan Pangkalan Banteng, 
Minggu (7/5/20). Untuk  Rapid Test massal di 3 lokasi 
pasar tersebut disiapkan 2000 alat Rapid Test yang 
didukung 70 tenaga kesehatan termasuk 50 orang 
bertugas di Pasar Indra Sari Pangkalan Bun. 

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran 
selaku Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 
Kalteng didampingi anggota DPR RI Dapil Agustiar 
Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedy Prasegtyo, 
Danrem 102/PP Brigjen TNI Sudaryanto dan Kajati 
Kalteng Mukri ketika memantau Rapid Tes massal 
tersebut mengungkapkan Kalteng berada di urutan 
ke-13 se-Indonesia dalam jumlah terkonfi rmasi positif 
sehingga dinilai rentan. Untuk itu Rapid Test massal 
digelar di sejumlah wilayah, khususnya pasar yang 
dinilai sebagai tempat berinteraksi banyak orang. 
“Keinginan kami hadir untuk membantu masyarakat 
yang membutuhkan. Kita harus menekan dengan 
melaksanakan Rapid Test dan tracing. Yang 
terpenting bagaimana mengkarantina dan memutus 
mata rantai penyebaran Covid-19,” jelas Gubernur. 

Sugianto Sabran mengharapkan kesadaran 
masyarakat ditingkatkan untuk mematuhi protokol 
kesehatan Covid-19 dan pimpinan juga harus 
tegas. “Pimpinan harus tegas, tidak ada tawar-

 Pemprov Kalteng Lakukan Rapid Test Massal di Pangkalan Bun

menawar demi Kalteng. Kalau harus dikarantina, 
ya dikarantina. Yang negatif keluar dari isolasi dan 
yang positif dirawat ke rumah sakit. Disiplin diri itu 
kunci dalam melaksanakan protokol kesehatan 
seperti memakai masker, mencuci tangan dengan 
sabun di air mengalir dan jaga jarak,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti 
Syamsul  menyebutkan dipilihnya pasar sebagai 
lokasi Rapid Test karena diprediksi menjadi 
cluster baru penyebaran Covid-19. Dengan 
dibersihkannya pasar dari Covid-19 maka 
diharapkan ekonomi atau sektor informal dapat 
kembali berjalan mengingat 60-70 persen 
masyarakat Kalteng bergerak di sektor informal.

Kajati Kalteng Mukri mengatakan Rapid 
Test massal ini merupakan salah satu bentuk 
dukungan Pemprov khususnya Gubernur Kalteng 
terhadap masyarakat Kobar. Namun diperlukan 
kerjasama masyarakat untuk dapat mengatasi 
Covid-19. “Tidak ada artinya usaha pemerintah 
tanpa dukungan masyarakat,” tegas Mukri. 

Pihak Korem 102/PP juga telah memberikan 
arahan kepada Dandim se-Kalteng untuk 
melakukan kerjasama dengan semua pihak 
sehubungan dengan diberlakukannya new 
normal yang memerlukan kesiapan masyarakat 
menghadapi kondisi tersebut. “Saya sudah beri 
arahan ke Dandim untuk bekerjasama dengan 
berbagai pihak dan membentuk Satgas untuk 
mendisiplinkan masyarakat,” ungkap Danrem 
102/PP Brigjen TNI Purwo Sudaryanto sembari 
menambahkan bahwa Covid-19 ini bukan aib 
sehingga masyarakat tidak perlu mengucilkan 
para penderitanya tetapi justru memberikan 
dukungan semangat untuk sembuh.

Sementara itu Kapolda Kalteng Irjen 
Pol. Dedy Prasetyo mengatakan Kabupaten 
Kotawaringin Barat akan dijadikan role model 
penanganan Covid-19 di Kalteng yang akan diikuti 
13 kabupaten/kota lainnya di Kalteng. 

Gubernur Sugianto Sabran pada kesempatan 
tersebut juga mengajak ratusan  warga Pangkalan 
Bun untuk berdoa bersama memperingati hari 
lahir Proklamator dan Presiden Pertama RI 
Soekarno pada tanggal 6 Juni 1901 serta berdoa 
agar pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya 
Kalimantan Tengah segera berlalu.***
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 PALANGKA RAYA - BIRO PKP. 22.013 
Kepala Keluarga terdampak COVID-19 di Palangka 
Raya menerima Bantuan Sosial dalam bentuk 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total nilai 
Rp.10.015.000.000,- yang bersumber dari APBD 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
Anggaran 2020. 

Bantuan Langsung Tunai itu disalurkan melalui 
PT. Bank Kalteng, dan setiap Kepala Keluarga 
terdampak Covid-19 menerima BLT sebesar 
Rp.500.000,-. “Dalam berbagai kesempatan saya 
terjun langsung melihat dan merasakan kondisi 
masyarakat di Kalimantan Tengah, betapa pandemi 
yang panjang ini telah berdampak pada sendi-
sendi perekonomian masyarakat,” kata Gubernur 
Kalteng Sugianto Sabran ketika menyerahkan BLT 
secara simbolis kepada Walikota Palangka Raya 
Fairid Naparin dan 5 orang perwakilan keluarga 
terdampak COVID-19 di Palangka Raya, Minggu 
pagi (31/5/20).         

Penyerahan bantuan sosial ini merupakan 
wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat 
untuk menjamin kehidupan dan kelangsungan 
hidup masyarakat Kalimantan Tengah dalam kondisi 
pandemi COVID-19. 

Pemprov Kalteng Salurkan Bansos Kepada 22.031 KK 
Terdampak Covid-19 di Palangka Raya

Sugianto Sabran mengatakan telah 
menerima laporan dari TGTPP Covid-19 Kalteng 
yang menyebutkan jumlah keluarga penerima 
manfaat  tercatat 180.747 Kepala Keluarga 
tersebar di kabupaten/kota se-Kalteng.“Tidak 
sedikit keluarga yang terdampak karena pandemi 
ini. Masyarakat bisa kehilangan sebagian bahkan 
seluruh mata pencahariannya. Itulah sebabnya 
saya memprioritaskan Program Bantuan Sosial 
ini sebagai salah satu upaya menyediakan 
jaring pengaman sosial untuk pencegahan dan 
penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan 
Tengah,” beber Sugianto Sabran.

Disebutkan ada kemungkinan masih ada 
keluarga terdampak Covid-19 yang belum 
mendapat bantuan sosial yang bersumber dari 
APBD maupun APBN. “Saya menginstruksikan 
kepada seluruh instansi terkait bersama 
Babinkamtibmas dan Babinsa di berbagai pelosok 
Kalimantan Tengah agar secara teliti menelusuri 
dan mendata keluarga-keluarga yang terdampak 
dan belum mendapatkan bantuan sosial 
sehingga bisa mendapatkan bantuan sosial pada 
kesempatan berikutnya,” pungkas Gubernur.***

PALANGKA RAYA - BIRO 
PKP. Gubernur Kalimantan 
Tengah Sugianto Sabran 
selaku Ketua Tim Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan 
Covid-19 Provinsi Kalteng 
memberikan dukungan kepada 
tim gabungan yang bertugas di 
Posko Perbatasan Kalteng dalam 
upaya membantu penanganan 
dan mencegah penularan 
Covid-19 di wilayah Kalimantan 
Tengah.

Salah satu bentuk dukungan 
tersebut dengan menyiapkan 
dapur umum bagi para petugas 
di Pos Perbatasan Kapuas - 
Kalimantan Selatan dan Pos 
Perbatasan Barito Timur – 
Kalimantan Selatan. Dapur 
umum mulai dioperasikan Minggu 

 Pemprov Kalteng Siapkan Dapur Umum 
Bagi Petugas di Posko Perbatasan

(31/5/2020) sampai dengan 
keadaan normal kembali. 

Personil gabungan yang 
dilibatkan dalam operasional 
dapur umum ini antara lain dari 
TNI/Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas 
Sosial, Dinas Perhubungan dan 
Dinas Kesehatan  Provinsi serta 
Kabupaten Kapuas dan Barito 
Timur.

Gubernur menilai tugas dan 
tanggung jawab para petugas di 
pos-pos perbatasan ini tidaklah 
mudah, terlebih saat ini angka 
positif Covid-19 di daerah 
tetangga meningkat cukup 
signifi kan sehingga arus keluar 
masuk di perbatasan Kalteng 
perlu diperketat.

“Kita tetap mewaspadai 
kondisi mencemaskan yang 

terjadi di berbagai wilayah 
termasuk provinsi yang 
berbatasan dengan Kalimantan 
Tengah. Untuk itu demi kebaikan, 
kesehatan dan keselamatan 
seluruh rakyat Kalimantan 
Tengah, saya meminta kita 
semua untuk membatasi diri 
dengan tidak berkunjung ke luar 
wilayah provinsi ini. Saya juga 
harus tegas  membatasi dan 
mengawasi kedatangan orang 
dari provinsi lain, kecuali gerakan 
perekonomian untuk kebutuhan 
vital, logistik dan Sembako,” 
jelas Sugianto Sabran seraya 
menyatakan pembatasan ini 
semata-mata untuk  memutus  
rantai  penularan virus Covid-19.

Gubernur meminta Ketua 
Harian Gugus Tugas Covid-19 
Kalteng Darliansyah selaku 
koordinator untuk memonitor 
langsung situasi dan kondisi di 
lapangan.*** 

JUNI 202014
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PALANGKA RAYA 
– BIRO PKP. Gubernur 
Kalimantan Tengah 
Sugianto Sabran selaku 
Ketua Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 
Kalteng melalui momentum 
peringatan hari kelahiran 
Pancasila 2020 mengajak 
seluruh elemen masyarakat 
untuk terus melakukan 
berbagai upaya mencegah 
dan menangani penyebaran 
Covid-19 di Bumi Tambun 
Bungai. Upaya tersebut 
meliputi sosialisasi protokol 
kesehatan Covid-19 serta 
pola hidup bersih dan sehat 
di tengah pandemi serta 
selalu memakai masker. 

Pola hidup bersih 
dan sehat yang gencar 
disosialisasikan tersebut 
antara lain mencuci tangan 
dengan sabun di air 
mengalir, social/physical 
distancing dan menggunakan masker ketika harus 
beraktivitas di luar rumah. Kesadaran dan kepatuhan 
masyarakat untuk mematuhi imbauan pemerintah 
tersebut menjadi kunci penting dalam memutus 
mata rantai penyebaran Covid-19 di Kalteng. 

Gubernur melalui Siaran Pers Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Kalteng, Senin (1/6/20) 
juga mengingatkan kembali amanat Presiden Joko 
Widodo agar selalu membantu seluruh lapisan 
masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, 
suku, ras dan agama.

Disebutkan, pemerintah memberikan ijin 
kepada 102 kabupaten/kota di Indonesia termasuk 
Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah 
untuk memulai mempersiapkan tatanan kehidupan 
baru masyarakat produktif dan aman Covid-19. 

Kabupaten Sukamara merupakan daerah 

Gubernur Minta Bupati/Walikota Siapkan Pra-Kondisi
Hadapi Penerapan Tatanan Baru Produktif

yang masuk Zona 
Hijau Covid-19, tetapi 
mengalami penurunan 
atau daerah yang lolos 
standar new normal 
dari WHO. Syarat 
angka reproduksi 
wabah menjadi syarat 
mutlak yang ditetapkan 
pemerintah. Tolok 
ukurnya adalah angka 
reproduksi (Ro) pada 
Waktu (Rt) atau angka 
Reproduksi harus 
dibawah 1.

Gubernur minta 
kepada Bupati/Walikota 
untuk mempersiapkan 
pra kondisinya secara 
memadai sehubungan 
dengan kebijakan 
penerapan kehidupan 
tatanan baru masyarakat 
produktif dan aman 
Covid-19 tersebut. 

“Pemerintah Kabupaten Sukamara segera 
menyiapkan pra kondisinya dan melakukan 
simulasi sehingga dalam penerapannya bisa 
berhasil dengan baik”, tegas Sugianto Sabran 
dalam Siaran Pers tersebut.

Pemerintah kabupaten/kota yang lain 
juga diminta agar bersinergi maksimal dalam 
menurunkan Rt Covid-19 di daerahnya masing-
masing sehingga bisa berada pada angka di 
bawah 1 sebagai syarat untuk menerapkan tatatan 
kahidupan baru masyarakat produktif dan aman 
covid-19.

Kabupaten/kota yang nilai Rt-nya masih di atas 
1 berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan 
adalah Kota Palangka Raya (1,25), Kabupaten 
Kotawaringin Barat (1,66), Kabupaten Kapuas 
(9,75) dan Kabupaten Lamandau (13,55).***

H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah
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Palangka Raya - Biro PKP. Gubernur 
Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengingatkan 
kepada seluruh bupati/wali kota se-Kaslteng 
agar berhati-hati menerapkan tatanan kehidupan 
baru (new normal). “Sekali lagi, hati-hati dalam 
menerapkan tatanan kehidupan baru. Daerah tidak 
boleh terburu-buru dalam menerapkan tatanan 
kehidupan baru,” ujar gubernur dalam rapat 
terbatas evaluasi penanganan Covid-19 di Kalteng 
dengan para bupati/wali kota se-Kalteng melalui 
video conference di Istana Isen Mulang Palangka 
Raya, Rabu (10/6/20).

Gubernur Sugianto Sabran selaku Ketua 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 
Kalteng memerintahkan seluruh bupati/wali kota 
agar melakukan langkah-langkah pra- kondisi, 
penentuan waktu atau timing, prioritas, koordinasi 
pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi 
dalam rangka mempersiapkan penertapan tatanan 
kehidupan baru masyarakat produktif dan aman 
Covid-19. “Setiap daerah harus melakukan langkah-

  Gubernur Ingatkan Bupati/
Wali Kota Hati-hati Terapkan 

Tatanan Kehidupan Baru

langkah tersebut, sehingga penerapan tatanan 
kehidupan baru dapat mewujudkan masyarakat 
yang produktif dan aman Covid-19,” jelasnya.

Sugianto Sabran menekankan beberapa hal 
kepada seluruh bupati/wali kota untuk memperkuat 
pra kondisi penerapan tatanan kehidupan baru 
antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi yang 
masif terkait protokol kesehatan kepada seluruh 
masyarakat. Kemudian melakukan simulasi-
simulasi penerapan tatanan kehidupan baru secara 
selektif khususnya terhadap sektor-sektor atau 
aktivitas-aktivitas yang prioritas.”Tatanan kehidupan 
baru bukan berarti kita menyerah atau kalah, tetapi 
kita harus mengubah perilaku dengan kebiasaan-
kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan 
sehingga kita semua tetap dapat produktif dan 
aman dari Covid-19,” papar gubernur.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas 
Covid-19 Kalteng Darliansjah pada rapat tersebut 
juga mengharapkan kabupaten/kota untuk 
memperkuat basis data di tingkat kabupaten/kota 
dengan selalu melakukan updating pada sistem 
terintegrasi Bersatu Lawan Covid (BLC).

Penentuan waktu penerapan tatanan 
kehidupan baru harus didasarkan pada data dan 
analisis secara ilmiah dan itu sudah difasilitasi oleh 
Gugus Tugas Nasional melalui aplikasi BLC. “Secara 
teknis, penentuan waktu ditentukan oleh angka Rt, 
angka reproduksi efektif dan 14 indikator kesehatan 
masyarakat yang penilaiannya dilakukan melalui 
sistem Bersatu Lawan Covid. Selain itu, BLC juga 
membantu melakukan evaluasi penerapan tatanan 
kehidupan baru. Apabila terjadi peningkatan kasus 
Covid-19 selama penerapan tatanan kehidupan 
baru, maka harus dilakukan penghentian sementara 
yang ditindaklanjuti dengan melakukan pengetatan 
atau melakukan PSBB,” jelas Darliansjah.

Darliansjah mengatakan berdasarkan 
pemantauan data harian Covid-19 posisi analisis 
data tanggal 11 Juni 2020 tercatat 4 kabupaten 
yang angka Rt-nya di bawah 1 meliputi Kabupaten 
Sukamara, Barito Utara, Barito Selatan dan 
Kabupaten Kapuas, sedangkan kabupaten/kota 
lainnya, angka Rt-nya lebih dari 1. “Keaktifan Gugus 
Tugas Covid-19 kabupaten/kota dalam menginput 
data ke BLC akan memudahkan dan mempertajam 
pengambilan keputusan”, pungkas Darliansjah.***
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Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur 
Kalimantan Tengah Sugianto Sabran selaku 
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah telah 
mengeluarkan Surat Instruksi Gubernur 
Nomor 01/GT-COVID-19/VI/2020 tanggal 11 
Juni 2020 tentang Pedoman Penetapan Masa 
Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif 
dan Aman Covid-19 di Wilayah Kalimantan 
Tengah. Surat Instruksi Gubernur Kalteng 
selaku Ketua GTPPC19 Kalteng kepada 
Ketua Pelaksana Harian GTPPC-19 Kalteng 
dan Ketua GTPPC-19 kabupaten/kota se-
Kalteng ini sebagai pedoman penerapan Masa 
Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif 
dan Aman Covid-19 di Wilayah Kalteng. 

Surat Instruksi Gubernur Kalimantan 
Tengah itu menyebutkan beberapa pedoman 
penetapan Masa Tatanan Kehidupan Baru 
Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 
di Wilayah Kalimantan Tengah. Ketua 
Pelaksana Harian GTPPC19 Kalteng diberi 
tugas dan tanggungjawab melakukan 
supervisi, koordinasi dan monitoring 
terhadap pelaksanaan Pedoman Penetapan 
Masa Tatanan Kehidupan Masyarakat 
Produktif dan Aman Covid 19 yang dilaksanakan 
GTPPC-19 kabupaten/kota se-Kalteng. Ketua 
GTPPC-19 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah 
mengoordinasikan, mengonsolidasikan dan 
melaksanakan Pedoman Penetapan Masa Tatanan 
Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman 
Covid-19 dengan seluruh pemangku kepentingan di 
tingkat kabupaten/kota. 

Penetapan masa tatanan kehidupan baru 
menggunakan indikator kesehatan masyarakat 
menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 
harus berbasis data, sedangkan terkait skorsing, 
pembobotan, pengkategorian zona penetapan masa 
tatanan kehidupan baru terbagi menjadi 4 zona 
terdiri resiko zona tinggi, sedang, rendah dan zona 
tidak terdampak.

Prosedur pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan harus dilakukan secara berjenjang oleh 
masing-masing tingkat Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 dan pemantauan 

Gubernur Kalteng Tetapkan 
Pedoman Tatanan Baru 

Masyarakat Produktif  dan 
Aman Covid-19 di Kalteng

pelaksanaan masa tatanan kehidupan baru yang 
telah ditetapkan pemberlakuannya dilakukan 
oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 kabupaten/kota setiap hari. Evaluasi 
pelaksanaan masa tatanan kehidupan baru yang 
telah ditetapkan pemberlakuannya dilakukan oleh 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 
Kalimantan Tengah setiap 7 hari kalender dan 
diumumkan setiap hari Senin malam pukul 20.00 
WIB, sedangkan hasil pelaporan dan evaluasi 
dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. 

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto 
Sabran selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan 
Tengah melalui berbagai kesempatan dan media 
massa terus mengimbau dan meminta masyarakat 
agar disiplin menaati protokol kesehatan, karena 
kedisiplinan warga masyarakat merupakan 
salah satu kunci sukses memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19.***
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Pulang Pisau, Kalteng – Biro 
PKP. Menteri Pertanian Syahrul 
Yasin Limpo mengatakan di 
Kabupaten Pulang Pisau akan 
diterapkan pengembangan 
pertanian modern dalam 
rangka memenuhi kebutuhan 
pangan lokal sekaligus menjadi 
penyangga kebutuhan pangan 
nasional, bahkan untuk kebutuhan 
ekspor sesuai harapan Presiden 
Joko Widodo.

Pembangunan sektor 
pertanian melalui pengembangan 
food estate pada area 164.000 
hektar di Kabupaten Pulang 
Pisau ini diharapkan menjadi 
model dan contoh bagi daerah 
lain untuk mengembangkan 
pertanian terintegrasi secara 
modern. “Kalimantan Tengah, 
khususnya Kabupaten Pulang 
Pisau mengalami loncatan 
kemajuan di sektor pertanian 
sehingga menjadi contoh utama 
di bidang produksi beras. Selain 
beras, juga akan dikembangkan 
sektor lain seperti jagung, buah, 
sayur dan ternak dalam kawasan 
food estate tersebut,” jelas 
Mentan ketika meninjau lokasi 
Food Estate dan Padat Karya 
Tunai Irigasi di Desa Gadabung 

Mentan RI : Kabupaten Pulang Pisau Menjadi Contoh 
Pengembangan Pertanian Modern

Kecamatan Pandih Batu, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kamis 
(11/6/20).

Syahrul Yasin Limpo 
mengatakan sektor pertanian 
adalah jaminan kehidupan masa 
depan. Pertanian merupakan 
salah satu sektor yang tidak 
kena krisis. “Karena itu warga 
masyarakat bisa memanfaatkan 
lahan pertanian termasuk lahan 
pekarangannya secara produktif 
untuk menambah penghasilan 
keluarga di tengah krisis,” 
imbuhnya.

Disebutkan, dalam 2 tahun 
ini bisnis yang bisa jalan adalah 
bisnis pertanian, namun perlu 
dukungan kredit perbankan selain 
sumber dana dari pemerintah 
pusat dan daerah. Namun 
Yasin Limpo menyatakan bisnis 
pertanian bisa rugi kalau salah 
niat dan manajemennya. “Cuman 
memang yang rugi di pertanian 
kalau salah niatnya dan tidak 
mengikuti manajemennya. Jadi 
perlu penyuluh pertanian yang 
baik,” tegasnya.

Mentan Syahrul Yasin 
Limpo menegaskan komitmen 
pemerintah pusat melalui 
kementerian/lembaga terkait 

untuk mendukung program 
strategis pengembangan 
sektor pertanian terintegrasi 
berkolaborasi dengan pemerintah 
daerah.

Gubernur Kalimantan 
Tengah Sugianto Sabran kepada 
awak media menjelaskan dirinya 
mengajukan 300.000 hektar 
area untuk pengembangan food 
estate di Kalimantan Tengah 
kepada Presiden Joko Widodo. 
Joko Widodo merespon dengan 
menetapkan Kalimantan Tengah 
sebagai salah satu daerah 
pengembangan pertanian 
modern untuk penyangga pangan 
nasional.

Sugianto Sabran 
mengatakan pembanguan 
pertanian terintegrasi ini harus 
didukung dengan kesiapan 
infrastruktur jalan, jembatan, 
listrik, irigasi, pelabuhan dan lain-
lain. “Kementerian terkait akan 
dilibatkan dalam mendukung 
pembangunan sektor pertanian 
di Kalteng. Hilirisasi akan 
dibangun di Kalteng dan 
pembangunan sektor pertanian 
di Kalteng berorientasi ekspor,” 
pungkasnya.

Kunjungan kerja Menteri 
Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
ke lokasi pengembangan food 
estate di Kabupaten Pulang 
Pisau ini untuk memantapkan 
rencana kehadiran Presiden 
Joko Widodo dalam waktu dekat 
ke lokasi tersebut.

Mentan Yasin Limpo 
didampingi Gubernur Kalteng 
Sugianto Sabran beserta 
sejumlah Dirjen Kementan RI 
seusai mengunjungi kawasan 
pengembangan food estate 
Desa Gadabung Kecamatan 
Pandih Batu Kabupaten Kapuas, 
melanjutkan peninjauan ke 
area pengembangan food 
estate lainnya di Desa Bataguh 
Kabupaten Kapuas.***
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 KAPUAS - BIRO PKP. 
Menteri PUPR RI Basoeki 
Hadimoeljono meninjau kondisi 
lahan dan infrastruktur di Desa 
Bentuk Jaya A5 Kecamatan 
Dadahup dan Desa Muara 
Dadahup 1 Kecamatan Kapuas 
Murung serta Desa Tamban Catur 
Kecamatan Kapuas Timur dan 
Desa Handil Prawira Kecamatan 
Anjir Serapat Timur Kabupaten 
Kapuas yang menjadi salah satu 
kawasan pengembangan food 
estate di Kalimantan Tengah, 
Sabtu Siang (13/6/20). 

Menteri PUPR Basoeki 
Hadimoeljono dalam 
kunjungannya ke sejumlah desa 
di kawasan pengembangan food 
estate di Kabupaten Kapuas 
ini didampingi Sekda Kalteng 
Fahrizal Fitri mewakili Gubernur 
Kalteng, Bupati Kapuas Ben 
Brahim S. Bahat, para Dirjen 
terkait dan Kepala Dinas PUPR 
Kalteng Shalahudin.

Menteri PUPR Basoeki 
mengatakan pemantauan kondisi 
lahan di area pengembangan 
pertanian terintegrasi atau 
food estate tersebut untuk 

 Menteri PUPR Pantau Kondisi Lahan 
Area Food Estate di Kabupaten Kapuas

dan Kabupaten Pulang Pisau. 
“Yang sudah dibuka sawahnya 
dan sedang dikerjakan saat 
ini 85.000 hektar dan sisanya 
79.000 hektar, ini yang mau saya 
cek. Supaya berhasil, jadi fokus 
di situ dulu”, pungkasnya. 

Sebelumnya, Gubernur 
Kalimantan Tengah Sugianto 
Sabran ketika menyambut 
kedatangan Manteri PUPR dan 
rombongan di Bandara Tjilik 
Riwut Palangka Raya Sabtu pagi 
mengatakan, pengembangan 
kawasan pertanian terintegrasi 
atau food estate ini bisa 
memberikan manfaat untuk 
masyarakat Kalteng secara 
merata. “Semoga hal ini juga 
mendapatkan manfaat untuk 
warga dan daerah Kalteng yang 
dipercaya sebagai penyangga 
pangan nasional,” jelas Sugianto 
Sabran.

Menteri PUPR Basoeki 
Hadimoeljono selain memantau 
kondisi lahan di kawasan 
pengembangan food estate di 
sejumlah desa di Kabupaten 
Kapuas, juga dijadwalkan 
meninjau sejumlah area 
pengembangan food estate di 
Kabupaten Pulang Pisau, Minggu 
(14/6/20).***

menyesuaikan pembangunan 
irigasi beserta infrasruktur 
pendukung lainnya. “Kita 
memantau lokasi yang sebagian 
sudah ada penanganannya. Nah 
yang belum, nanti kita lihat. Kalau 
tanah biasa, sistemnya seperti 
ini. Kalau gambut perlakuanya 
juga seperti ini. Kami cek 
lapangan dahulu,” terang Basuki 
Hadimoeljono. 

Basoeki menjelaskan 
pengembangan area food estate 
ini bukan pada lahan gambut 
sehingga hanya beberapa 
daerah saja yang dipilih. Jika 
pengembangan area food 
estate kena lahan gambut maka 
diperlukan teknologi yang khusus 
untuk menggarapnya. “Semoga 
dengan masuknya teknologi 
pengolahan serta irigasi yang 
diperbaiki ini mudah-mudahan IP 
(Indeks Pertanaman) bisa naik. 
Biasanya hanya satu kali tanam 
nantinya diharapkan bisa dua kali 
tanam,” ungkap Basoeki.

Program pengembangan 
pertanian terintegrasi pada area 
seluas 164.000 hektar tersebut  
tersebar  di Kabupaten Kapuas 
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H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah
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“Perkokoh kesatuan dan kepedulian berbagi bagi sesama. 
Tunjukkan kita bangsa yang kuat yang mampu memanfaatkan 

kesulitan menjadi kesempatan dan kemajuan,” 
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